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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambhana Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;

Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai
Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2024.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN

ANGGARAN 2024.
Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 29.287.804.926,76
b. Pendapatan Transfer Rp 780.985.891.784,84
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Rp 841.663.228.711,60
2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai Rp 207.145.559.921,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 220.988.910.022,05
3) Belanja Subsidi Rp 3.098.001.606,00
4) Belanja Hibah Rp 39.219.405.863,10
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 0,00
Rp 470.451.877.412,15
b. Belanja Modal Rp 193.783.314.881,00
c. Belanja Tidak Terduga Rp 2.250.151.600,00
d. Belanja Transfer .276.584.
Jumilah Belanja Rp 776.761.927.937,15
Surplus/(Defisit} Rp. 64.901.300.774,45
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp 571.322.798,50
b. Pengeluaran 33 416.482
Jumlah Pembiayaan Netto Rp -32.892.093.683,50
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp 32.009.207.090,95

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4




Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
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Diundangkan di Morotai Selatan,
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

i

M AD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2025 NOMOR 13




